BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab
sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Setigp tersangka atau terdakwa sebenarnya menurut KUHAP
mempunya hak penangguhan penahanan karena belum tentu sebagal pelaku
tindak pidana. Tetapi, aparat penegak hukum yang bersangkutan dapat
mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Méihat tindak pidanayang dilakukan
Y akni penangguhan. penahanan tidak diberikan terhadap tindak pidana
narkotika, psikotropika, dan juga pembunuhan serta pemerkosaan. Hal ini
berguna untuk si tersangka atau terdakwa agar tidak melarikan diri.
2. Meéelihat keadaan tersangka atau terdakwa
a Meélihat tersangka selama dalam masa penahanan guna pemeriksaan
tidak menghambat ' jalannya pemeriksaan terhadap tersangka atau
terdakwa itu sendiri.
b. Adanya kesanggupan tersangka atau terdakwa untuk memenunhi
syarat-syarat yang digukan oleh instans yang melakukan

penahanan.
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c. Adanya niat balk tersangka atau terdakwa pada saat mengajukan
pernohonan penangguhan penahanan yang dituangkan dalam surat
permohonan penangguhan penahanan.

d. Meihat status sosia tersangka atau terdakwa, yakni apabila
tersangka ditahan maka ia tidak dapat menghidupi keluarganya
karena s tersangka atau terdakwa tersebut merupakan tulang
punggung ekonomi keluarganya.

3. Adanyajaminan

Adanya jaminan atau adanya rang yang bersedia menjamin tentulah dapat

mempermudah proses dalan mengabulkan permohonan’ penangguhan

penahanan, walaupun jaminan bukan merupakan faktor yang menentukan
untuk dalam pemberian penangguhan penahanan.
4. Situasi dan pandangan masyarakat

Adanya kasus yang menarik perhatian masyarakat luas tentunnya

membuat aparat lebih selektif dalam mengabulkan permohonan

penangguhan penahanan, apalagi kasus tersebut menyangkut pejabat
negara, atau tersangka atau terdakwa tersebut apabila diberikan
penangguhan penahanan dapat mengakibatkan keresahan didalam

masyarakat.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat

memberikan saran sebagai berikut :
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1. Dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan PP
(Peraturan Pemerintah) no 27 tahun 1983 yang mengatur secara khusus
mengenai Syarat penangguhan penahanan ini  untuk memberikan
kepastian hukum, perlu ditetapkan ketentuan mengenai besar kecilnya
uang jaminan.

2. Dalam memberikan penangguhan penahanan hendaknya penegak hukum
tidak secara gegabah memberikan penangguhan penahanan dengan tidak
memperhatikan kepantingan pribadi, dan jangan hanya besar uang
Jaminan yang dijaminkan.

3. Daam memberikan penangguhan penahanan hendaknya penegak hukum
tidak hanya meminta jaminan uang atau jaminan orang sgja tetapi akan
lebih baik bila kedua jaminan tersebut digabungkan dan juga sebaiknya
menetapkan_syarat-syarat yang nantinya tidak mempersulit' perkara itu
sendiri.

4. Hendaknya penangguhan penahanan jangan terlalu sering diberikan atau
jangan hanya diberikan kepada orang yang mempunyai uang saja, karena
nantinya dapat menimbulkan efek yang negatif bagi hukum dan aparatur

penegak hukumnya.
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